
Henteri -Negara Pend ay agun aan Aparatur Negara

melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan

Penataran pengawasan Melekat bagi Pejabat Republik

Indonesia yang dalam penyelenggaraannya menugaskan

kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara.

1. Para Menteri· Kabinet Pembangunan V
2. Jaksa Agung

3. Gubernur Bank, Indonesia

4. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dan

Pimpinan Kesekretariatan Le mbaga Tertinggi

Negara/Tinggi Negara.

5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I

MENGINSTRUKSIKAN

pentaran terhadap Pejabat Republik Indonesia

secara berdayaguna dan berhasilguna.

1. Pasal 4 ayat(l) Undang-undang Dasar 1945

2. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988

tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V

b.

a. bahwa dalam rangka pelaksanaati Krida kedua

dari Panca Krida Kabinet Pembangunan V p~rlu

ditingkatkan pengawasan serta penanaman kesa­

daran dan pengertian tentang pengawasan mele­

kat.

bahwa untuk itu dipandang perlu ~engadakan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG

PENATARAN PENGAWASAN MELEKAT
BAGI PEJABAT REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Untuk

PERTAMA

.'

Kepada

Mengingat

Menimbang



Bambang Kesowo,SH, 1LM

,.., .

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala'Biro Hukum

dan Perundang-undangan

.,

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 1988

PRESIDEN REPUBLIK·INDONESIA
ttd.

SOEHARTO

tanggalInstruksi Presiden ini mulai berlaku pada

dikeluarkan.

dan dengan penuh tanggung jawab••
KETIGA

II

..
Para Menteri dan Pejabat lainnya sebagimana terse­

but dalam angka 1 sampai dengan angka 5 menugaskan

semua Pejabat Pemerintah eselon I, II dan ~II di
lingkungan Departemen/Lembaga masingTmasing baik

t.Lngka t Pusat maupun Daerah, Pejabat Pemerintah

set~ngkat Eselon II dan III dilingkungan Perwaki­

Ian Republik Indonesia- di Luar Negeri, para

Pimpinan Bank-bank dan Badan-badan Usaha :Milik

Negara/Daerah dan lainnya yang menduduki jabatan

sampai setingkat Kepala Dev i si , un t.uk mengLkut i
Penata.ran Perigawe.san Melekat bagi, Pejabat Repu­

blik Indonesia, yang pedomannya ditetapkan dalam

Lampiran Instruksi Presiden ini.

Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya~

KEDUA



4.. Tujuan.Penataran adalah unttik memberi pengetahuan

kepada peserta tentang pengawasan melekat, menanamkan

kesadaran akan keharusan pengawasan melekat, menumbuhkan

budaya pengawasan dan fungsL pengawasan serta membuat

pengawasan berjalan wajar, efektif dan efisien..
:;;

ini.

selanjutnya dalam Instruksi Presiden in1 disebut

pe!lataran.

3. Setiap Pejabat Republik Indonesia diwajibkan merig Lkut.L
penataran sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Pr-esLden

1. Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan Pejabat

Republik Indonesia adalah :

a. Pejabat Pemerintah eselon I,II dan III di Pusat dan

Daerah.

b. Pejabat Pemerintah aet i.ngkat eselon II dan 'III pada

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

c. Pimpinan Bank-bank dan Badan-badan Usaha Milik

Negara/Daerah dan lainnya yang menduduki j abatan

sampai setingkat Kepala DivisL

Kepada seluruh Pejabat Republik Indonesia tersebut

diberikan penataran tentang pengawasan,melekat yang untuk

2.

'f"

I. U MUM

PEDOMAN PELAKSANAAN PENATARAN
PENGAWASAN MELEKAT BAGI PEJABAT

REPUBLIK INDONESIA

•

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1988

23 MEl 1988
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Departemen/Lembaga/Kesekretariatan.

8. Yang mengikuti penataran Tingkat Daerah adalah

a. Semua Pejabat Pemerintah eselon II dan III di Daerah

yang bersangkutan :

b. Semua Pimpinan Bank-bank dan Badan-hadan Usaha Milik

Negara/Daerah di Daerah yang hersangkutan.

9. Penataran Tingkat Daerah diselenggarakan di Ibukota

Propinsi Daerah Tingkat I oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I, dibantu instansi lain yang berhubungan

dengan prog!am penataran sesuai petunjuk/pedoman qari

Lembaga Administrasi Negara.

10. Penataran Tingkat Pusat terdiri dari 2(dua) macam

penataran yaitu :

masing-masingolehPenataran diselenggarakan

5. Penataran dilaksanakan dalam

a. Penataran Tingkat Pusat.

b. Penataran Tingkat Departemen/Lernbaga Pemerintah Non

Departemen/Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi

Negara.

c. Penataran Tingkat Daerah.

6. Yang mengikuti Penataran Tingkat Pusat adaLa.h semua

Pejabat Pemerintah ese10n I.

Penataran diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi

Negara.

7. Yang mengikuti penataran tingkat Departemen/Lemhaga

Pemerintah No~ Departemen/Kesekretariatan Lembaga

_Tertinggi/Tinggi Negara ada1ah semua Pejabat eselon II

dan III di Departemen/Lembaga yang bersangkutan, termasuk

Pimpinan Bank-bank dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah

serta lainnya yang menduduki jabatan sampai setingkat

Kepala Divisi.

:~

II. PELAKSANAAN ·PENATARAN
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13. Susunan Organisasi, tugas, tata kerja dan'personalia

a. Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penataran Tingkat

Pusat ditetapkan oleh Menteri Nega.r-aPendayagunaan

Aparatur Negara.

b; Tim Pelaksana Penataran Tingkat Departemcn/Lembag~

di tetapkan oleh Menteri/Pirnpinan Lembaga/

Kesekretariatan masing-masing.

c. Tim Pelaksana Penataran Tingkat Daerah.ditetapkan

oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Penetapan Tim tersebut huruf b dan huruf c dilakukan

dengan memperhatikan petunjuk Menteri Negara Pendayagu­

naan Aparatur Negara.

14. Dalam melaksanakan t.ugasnya Tim Pengarah Pena taran

bertanggung jawab kepada Menteri Negaz-a Pendayaagunaan

Aparatur Negara.

15. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Pelaksana

Penataran bertanggung jawab kepada :

a. untuk Penataran Tingkat Pusat, Tim Pelaksana

bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur ~egara.

b. Tim Pelaksana Penataran

Tim Pelaksana Penataran terdiri dari

b.a. Tim Pelaksana Penataran Tingkat Pusat

b.b. Tim Pelaksana Penataran Tingkat Departemen

b.c. Tim Pelaksana Penataran Tingkat Daerah.

12. Organisasi Penataran terdiri dari

a. Tim Pengarah Penataran

.a

III. ORGANISASI PENATARAN

a. Penataran bagi peserta

b. Penataran bagi penatar.

11. Penataran Tinglcat Daerah yang merupakan penataran bagi

peserta.
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A11..g.ga,.~anuntuk p eny e Lengga rvaan Penataran Tingkat
Departemen/ Lembaga dibebankan pada anggaran

.• Depar-t.emerr/Lembag a yang be r-sang ku t.an ,

17. Pelaksanaan Penataran bagi Pejabat Pemerintah setingkat

eselon II dan III di lingkungan Perwakilan Republik

Indonesia di Luar Neg~rl, diatur lebih lanjut oleh
Menteri·;. Nega.ra'...·Pe.nd ay aguna an "Apaz-atur> Negara· - be r-aama+

samac·dengan"Menteri·:'Luar,Negeri-. r··' .','!,' "':~'LC-J' '·;'):;i-'.~·

18. Periat.aran...dLmuLai; pad'a. buLanj.Iurri, 1988.
19. Keterrt.uan LebLh. '.l,an'jut- -se.b'agaL LpeLa leaa na a.n ':I'nstruksi'

Pr e.sLd e.n '. ,.j_ n.~ ,:d,i.·t~etap;ka:n:· Co Leh ,·,!Me-nter. i.;. N'e.g~a:ra
Pen(iaya:gunanan.· .Apara.tu'I;: Nega r-a dengan memperhatikan
petunjuk Wakil Presiden.

1 ,_ 20., "Keteptuan :teknis -.penyelenggaraan penataran di tetapkan

oleh Ketua Tim Pelaksana Penataran Tingkat Pusat.
~1. Anggaran '_.untuk. p~nyeJenggar.aan,; Pena.t.ar-an t~'ningk.at. Pusat

dLbenbankan .;padaj ~:a,~~g.a:;r-a.n-,_Sekr,~ta.ri-a.t· :-ij4';'lgara1• ijepublik

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

keda.Laman , dan lama' pe Lakaariaan penataran, ditentukan
ieblh' lan'jut ol~h Menteri Negar a Pendayagunaan Aparatur

Negara.

"t.a t a r k a n s e rt a k e Lu a s a n ,16. Bidang-bidang yang dL

IV. KURIKULUM DAN TENAGA PENATAR

Lembaga yang bersangkutan
c. un tuk .Penataran Tingkat Daerah Tim Pelaksana

. be r-t.anggurig --jawab kepada G'uber-rrur'j'Ke pa La Daerah

Tingkat I yang·b~rsangkutan.

b. untuk Penataran Tingkat Departemen/Lembaga, Tim

PeLakaana be r-tanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan
"

."
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Bambang Kesowo, S.H.,LLH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT ICABINETRI

Kepala Biro Hukum

Perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
S 0 E H ART 0

Anggaran untuk penyelenggaraan Penataran Tingkat Daerah

dibebankan kepada anggaz-an Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.

...
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